
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No. 842, 2020 KEMENKEU. Penjaminan Pemerintah. Pelaku 

Usaha Korporasi. Badan Usaha Penjaminan. 

Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi 

Nasional. Tata Cara 

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 98/PMK.08/2020 

TENTANG 

TATA CARA PENJAMINAN PEMERINTAH UNTUK PELAKU USAHA KORPORASI 

MELALUI BADAN USAHA PENJAMINAN YANG DITUNJUK DALAM RANGKA 

PELAKSANAAN PROGRAM  

PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang 

Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam 

rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 

dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan 

serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penjaminan 

Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi melalui Badan 

Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam rangka Pelaksanaan 

Program Pemulihan Ekonomi Nasional; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
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  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang 

Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional 

dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara 

untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau 

Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6514); 

  4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 

  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 1745); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA 

PENJAMINAN PEMERINTAH UNTUK PELAKU USAHA 

KORPORASI MELALUI BADAN USAHA PENJAMINAN YANG 

DITUNJUK DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM 

PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang 

selanjutnya disebut Penjaminan Program PEN adalah 

penjaminan yang diberikan dalam rangka melaksanakan 

Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Program 

Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung 

Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau 

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional. 

2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang keuangan negara. 

3. Penjaminan Pemerintah adalah penjaminan yang 

diberikan untuk dan atas nama Pemerintah oleh Menteri 

melalui badan usaha penjaminan yang ditunjuk sebagai 

penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin 

kepada penerima jaminan dalam rangka pelaksanaan 

Penjaminan Program PEN. 

4. Pinjaman adalah setiap pembiayaan baik secara 

konvensional maupun syariah dari kreditur atau pemberi 

fasilitas pembiayaan syariah berupa sejumlah uang atau 

tagihan yang dipersamakan dengan itu yang 

menimbulkan kewajiban finansial berdasarkan perjanjian 

pinjaman atau perjanjian pembiayaan. 

5. Pelaku Usaha Korporasi selanjutnya disebut Pelaku 

Usaha adalah pelaku usaha di sektor riil dan sektor 

keuangan yang kekayaan bersihnya di atas Rp10 miliar 

dan omzet tahunannya di atas Rp50 miliar yang kegiatan 

usahanya terdampak oleh pandemi Corona Virus Disease 

2019 (COVID-19). 
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6. Penjamin adalah Pemerintah dalam hal ini Menteri yang 

dilaksanakan melalui penugasan kepada badan usaha 

penjaminan. 

7. Penerima Jaminan adalah bank yang memberikan 

fasilitas Pinjaman. 

8. Terjamin adalah Pelaku Usaha penerima Penjaminan 

Pemerintah. 

9. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK 

adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur 

tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan 

wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan 

penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan. 

10. Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang 

seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh 

negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal 

dari kekayaan negara yang dipisahkan. 

11. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang selanjutnya 

disingkat LPEI adalah Lembaga Pembiayaan Ekspor 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang 

mengenai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. 

12. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) yang 

selanjutnya disingkat PT PII adalah Badan Usaha Milik 

Negara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah 

mengenai Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia 

untuk pendirian perusahaan perseroan (persero) di 

bidang penjaminan infrastruktur. 

13. Imbal Jasa Penjaminan yang selanjutnya disingkat IJP 

adalah sejumlah uang yang diterima oleh Penjamin dari 

Terjamin dalam rangka kegiatan penjaminan. 

14. Imbal Jasa Penjaminan Loss Limit yang selanjutnya 

disingkat IJP Loss Limit atau premi Loss Limit adalah 

sejumlah uang yang diterima badan usaha yang 

menjalankan penugasan dukungan loss limit dalam 

rangka kegiatan Penjaminan Pemerintah. 

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 

selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan 
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tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat. 

16. Regres adalah hak Penjamin untuk menagih Terjamin 

atas apa yang telah dibayarkan oleh Penjamin kepada 

Penerima Jaminan untuk memenuhi kewajiban Terjamin 

tersebut. 

17. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat 

KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari 

Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian 

kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran 

pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. 

 

BAB II 

TUJUAN, PRINSIP, DAN RUANG LINGKUP 

 

Pasal 2 

Penjaminan Program PEN bertujuan untuk melindungi, 

mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi 

para Pelaku Usaha dalam menjalankan usahanya. 

 

Pasal 3 

Penjaminan Program PEN diberikan dengan 

mempertimbangkan prinsip-prinsip sebagai berikut: 

a. kemampuan keuangan negara;  

b. dukungan kepada Pelaku Usaha; 

c. penerapan kaidah-kaidah kebijakan yang penuh  

 kehati-hatian, serta tata kelola yang baik, transparan; 

d. tidak menimbulkan moral hazard; dan 

e. pembagian biaya dan risiko antar pemangku kepentingan 

sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. 

 

Pasal 4 

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: 

a. penjaminan Pemerintah atas Pinjaman modal kerja; dan 

b. dukungan pemerintah dalam rangka pelaksanaan 

Penjaminan Pemerintah. 
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